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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan mekanisme mediasi dalam 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Latar belakang penelitian ini 

didasarkan pada meningkatnya perselisihan hubungan industrial, khususnya yang 

berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, sering terjadi di Provinsi Kepulauan 

Riau sebagai wilayah dengan aktivitas industri yang tinggi. Kondisi tersebut 

mendorong pemerintah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui 

mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai alternatif penyelesaian 

sengketa yang bersifat netral, cepat, dan mengedepankan penyelesaian secara 

musyawarah tanpa harus menempuh proses di Pengadilan Hubungan Industrial. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian 

lapangan yang dikombinasikan dengan analisis hukum normatif. Data primer 

diperoleh melalui wawancara dengan Mediator Hubungan Industrial Provinsi 

Kepulauan Riau, sedangkan data sekunder bersumber dari Undang – Undang nomor 

2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Serta 

literatur hukum dan jurnal akademik terkait. Analisis data dilakukan secara 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan hambatan 

dan bagaimana upaya hukum di lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi masih menghadapi 

berbagai hambatan, antara lain rendahnya itikad baik para pihak, 

ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha, serta keterbatasan 

jumlah mediator. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi 

dalam menghasilkan perjanjian bersama masih relatif rendah, di mana perkara yang 

berhasil diselesaikan melalui perjanjian bersama hanya berada pada kisaran sekitar 

sepuluh persen dari keseluruhan perkara yang dimediasi. Untuk mengatasi 

hambatan tersebut berbagai upaya, antara lain memperkuat mekanisme 

pemanggilan dan mendorong kehadiran para pihak, mengarahkan perundingan pada 

kepentingan para pihak, serta melakukan pengelolaan penanganan perkara secara 

lebih terstruktur. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan mediasi sehingga proses penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial dapat berjalan lebih optimal. 

Kata Kunci : Penyelesaian Perselisihan, Hubungan Industrial, Mediasi , Dinas 

Tenaga Kerja  Provinsi Kepulauan Riau, Mediator. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze how the Department of Manpower and Transmigration 

of the Riau Islands Province implements the mediation mechanism in resolving 

industrial relations disputes. The background of this research is based on the 

increasing number of industrial relations disputes, particularly those related to 

termination of employment, which frequently occur in the Riau Islands Province as 

a region with high industrial activity. This condition encourages the government to 

provide a dispute resolution mechanism through mediation at the Department of 

Manpower and Transmigration as an alternative dispute resolution that is neutral, 

efficient, and prioritizes settlement through deliberation without having to go 

through the process at the Industrial Relations Court. 

This research uses an empirical juridical approach with field research methods 

combined with normative legal analysis. Primary data were obtained through 

interviews with Industrial Relations Mediators of the Riau Islands Province, while 

secondary data were derived from Law Number 2 of 2004 concerning Industrial 

Relations Dispute Settlement, as well as legal literature and related academic 

journals. Data analysis was conducted qualitatively using a descriptive-analytical 

approach to describe the obstacles and the legal efforts implemented in practice. 

The results of the study indicate that the implementation of mediation still faces 

several obstacles, including the lack of good faith from the disputing parties, the 

imbalance of bargaining positions between workers and employers, and the limited 

number of mediators. These conditions cause the success rate of mediation in 

producing Collective Agreements to remain relatively low, where cases successfully 

resolved through Collective Agreements only account for approximately ten percent 

of the total mediated cases. To overcome these obstacles, several efforts have been 

undertaken, including strengthening the summons mechanism and encouraging the 

attendance of the parties, directing negotiations toward the interests of the parties, 

and managing case handling in a more structured manner. These efforts are aimed 

at improving the effectiveness of mediation so that the process of resolving 

industrial relations disputes can run more optimally. 

Keywords : Industrial Dispute Resolution, Industrial Relations, Mediation, 

Manpower Office of the Riau Islands Province, Mediator
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MOTTO 

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang telah melewatkanku 

tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang takdirkan untukku tidak pernah 

melewatkanku” 

   ( umar bin khattab ) 

 

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan  

jangan biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain” 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Industri merupakan sektor yang memiliki peranan sangat penting dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Aktivitas industri 

mempertemukan dua pihak utama, yaitu pengusaha dan pekerja, yang 

terikat dalam hubungan kerja melalui perjanjian kerja yang memuat unsur 

pekerjaan, upah, serta perintah. Dalam konteks makro, hubungan industrial 

dipahami sebagai suatu sistem interaksi yang terbangun antara pengusaha, 

pekerja/buruh, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa. 

Sistem hubungan industrial ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila serta 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga 

menekankan prinsip keadilan, kepastian, dan keseimbangan antara 

kepentingan para pihak. 1 

Industri di Indonesia merupakan salah satu urat nadi perekonomian 

nasional yang memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan, 

penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada 

hakikatnya, pembangunan industri nasional tidak terlepas dari dasar 

filosofis negara, yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila kemudian 

diintegrasikan ke dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia dan menjadi 

pedoman dalam pembentukan aturan serta kebijakan hubungan industrial. 2

 
1 Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

 
2 Anjar Kususiyanah, “Hubungan Industrial Pancasila dalam Undang-Undang Cipta Kerja,” 

Invest Journal of Sharia & Economic Law Vol. 1, No. 2 (2021): 42–59. 
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Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik wilayah unik 

sekaligus strategis karena terdiri dari ribuan pulau dan berada pada jalur 

pelayaran internasional, khususnya Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. 

Posisi ini menjadikan Kepri sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri 

dan investasi terbesar di Indonesia bagian barat. Kota Batam, Bintan, dan 

Karimun berkembang sebagai kawasan industri, pelabuhan internasional, 

serta kawasan perdagangan bebas (FTZ) dan sebagian wilayah sebagai 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Keberadaan pusat-pusat industri 

tersebut menarik masuknya perusahaan multinasional, investasi asing 

langsung (FDI), serta tenaga kerja dalam jumlah besar dari berbagai 

provinsi di Indonesia. Dengan beroperasinya lebih dari 1.300 perusahaan 

manufaktur di Batam, 344 perusahaan di Bintan, dan 431 perusahaan di 

Karimun, dinamika hubungan industrial di Kepri menjadi sangat kompleks.3 

Keanekaragaman jenis industri, tingginya persaingan usaha, serta 

variasi standar operasional perusahaan multinasional menimbulkan 

tantangan tersendiri dalam pengaturan hubungan kerja. Menurut Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, hubungan 

industrial di wilayah ini bersifat dinamis tetapi rawan konflik, terutama 

terkait permasalahan upah, status kerja, jam kerja, lembur, dan pemutusan 

hubungan kerja (PHK). Perselisihan-perseilsihan tersebut umumnya dipicu 

 
3 Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi 

Kepulauan Riau Agustus 2025, diakses pada 5 November 2025 , https://kepri.bps.go.id 

https://kepri.bps.go.id/
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oleh perbedaan pemahaman antara pekerja dan pengusaha mengenai hak 

dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja. 

Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Provinsi Kepulauan 

Riau menunjukkan kecenderungan yang signifikan dalam beberapa tahun 

terakhir, seiring meningkatnya tekanan ekonomi dan dinamika industri di 

wilayah tersebut. Berdasarkan pemberitaan media lokal, sejak awal tahun 

2025 tercatat lebih dari 500 pekerja mengalami PHK di berbagai sektor 

industri di Kepri. Angka tersebut menggambarkan bahwa industri yang 

beroperasi di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun tidak lepas dari 

tantangan efisiensi, restrukturisasi, maupun penurunan kapasitas produksi, 

yang kemudian berdampak langsung pada stabilitas ketenagakerjaan. 

Meskipun data resmi dari instansi pemerintah tidak selalu dirilis secara rinci 

setiap tahun, berbagai laporan media dan temuan lapangan menunjukkan 

bahwa PHK masih menjadi masalah ketenagakerjaan yang dominan dan 

berulang. 

Data lain menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat sekitar 863 

pekerja di Kepri yang tercatat mengalami PHK, menggambarkan bahwa 

persoalan ini bukan merupakan fenomena yang muncul sesaat, melainkan 

terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun. Sementara itu, Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kepri mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 

tahun 2025 berada pada angka 6,45%, yang turut mencerminkan pengaruh 

PHK terhadap kondisi pasar kerja. Meskipun TPT tidak secara langsung 

mewakili jumlah PHK, tingginya angka pengangguran di wilayah industri 
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seperti Kepri umumnya berkorelasi dengan meningkatnya pekerja yang 

kehilangan pekerjaan akibat perlambatan industri. Kondisi ini menunjukkan 

adanya hubungan langsung antara kestabilan industri dan kesejahteraan 

tenaga kerja di Kepri.4 

Tingginya angka PHK, dikombinasikan dengan karakteristik industri 

yang dinamis dan kompetitif, berpotensi menciptakan ketegangan dalam 

hubungan industrial. Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja 

sering kali semakin menguat ketika perusahaan mengalami tekanan 

ekonomi, sehingga proses PHK rawan dilakukan tanpa mengikuti ketentuan 

hukum yang berlaku. Banyak kasus menunjukkan bahwa pekerja tidak 

mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan, tidak diberikan penjelasan yang 

memadai, atau bahkan tidak dilibatkan dalam proses bipartit sebagaimana 

diamanatkan undang-undang. Fenomena ini memperlihatkan adanya 

kesenjangan antara norma hukum dan praktik industri di lapangan, sehingga 

memicu meningkatnya sengketa ketenagakerjaan yang harus diselesaikan 

melalui mekanisme formal. 

Dalam konteks meningkatnya sengketa PHK, mediasi yang 

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kepulauan Riau memiliki peran yang sangat penting sebagai mekanisme 

penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan efektif. Mediasi menjadi 

jembatan untuk memastikan hak pekerja tetap terpenuhi serta pengusaha 

 
4 Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, Tingkat Pengguran Terbuka 

Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2025, Berita Resmi Statistik, 5 November 2025, 

diakses melalui https://kepri.bps.go.id 

https://kepri.bps.go.id/
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tetap memperoleh kepastian hukum sebelum sengketa berlanjut ke 

Pengadilan Hubungan Industrial. Banyaknya pekerja yang terdampak PHK 

di Kepri menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan 

hanya langkah administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk 

menjaga stabilitas sosial dan iklim investasi. Oleh karena itu, analisis 

mendalam mengenai bagaimana mediasi dijalankan di Kepri menjadi sangat 

relevan sebagai dasar melihat efektivitas penyelesaian sengketa hubungan 

industrial di daerah yang menjadi pusat industri nasional ini. 

Hubungan industrial tidak dapat terpisahkan dari timbulnya perbedaan 

pendapat atau perselisihan yang disebabkan oleh salah satu pihak, baik 

pengusaha maupun tenaga kerja yang merasa tidak puas.5 Hubungan 

industrial idealnya dilandasi prinsip keseimbangan, namun perbedaan 

kepentingan sering menimbulkan konflik. Konflik hubungan kerja dapat 

berbentuk perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan antar 

serikat pekerja, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Dari berbagai jenis perselisihan tersebut, PHK merupakan yang paling 

sensitif dan paling sering terjadi, terutama di daerah industri seperti Kepri.  

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menjadi dasar utama dalam mengatur hubungan kerja, 

termasuk ketentuan mengenai PHK.6 Pengaturan lebih rinci kemudian 

 
5syahdan Sabillah And Yogo Pamungkas, “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan 

Kerja Tanpa Melalui Mekanisme Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal 

Reformasi Hukum Trisakti Vol 6, No. 4 (2024). 

 
6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
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dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang 

PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, serta PHK, yang mengatur 

batasan, alasan sah PHK, dan hak-hak pekerja yang terkena PHK.7 Namun 

dalam praktiknya, banyak pekerja di wilayah industri Kepri mengalami 

PHK tanpa melalui prosedur yang benar, tidak diberikan kompensasi sesuai 

ketentuan, atau tidak memperoleh hak-hak dasar sebagaimana diamanatkan 

undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 

pengaturan hukum dan realitas di lapangan (law in books vs law in action).  

Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat PHK maupun 

perselisihan kerja lainnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyediakan mekanisme 

penyelesaian secara bertahap, yaitu bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, 

dan litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).8 Dari seluruh tahapan 

tersebut, mediasi merupakan mekanisme yang paling lazim digunakan dan 

menjadi jembatan penting dalam proses penyelesaian sengketa. Mediasi 

dilaksanakan oleh mediator yang netral dari Dinas Tenaga Kerja, yang 

bertugas memfasilitasi perundingan, mengumpulkan dokumen, melakukan 

klarifikasi, dan memberikan anjuran tertulis apabila para pihak tidak 

mencapai kesepakatan. 

 
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan 

Kerja. 

 
8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial 
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Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan kawasan industri berskala 

internasional, peran Dinas Tenaga Kerja sebagai lembaga mediasi menjadi 

sangat strategis. Mediasi bukan hanya berfungsi sebagai tahapan formal 

dalam mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen 

yang menentukan stabilitas hubungan industrial dan kelangsungan usaha. 

Di Kepri, tingginya jumlah kasus PHK, perselisihan hak, serta pelanggaran 

perjanjian kerja menyebabkan mediator harus mampu bekerja secara 

profesional, cepat, dan objektif dalam memfasilitasi para pihak. Mediasi 

memiliki posisi penting karena sebagian besar pekerja tidak memiliki 

kapasitas hukum ataupun kekuatan tawar yang setara dengan pengusaha, 

sehingga keberadaan mediator menjadi penyeimbang untuk menjamin 

proses perundingan berjalan adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.  

Disnaker Provinsi Kepri juga berfungsi mencegah eskalasi konflik ke 

tahap litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial, yang pada praktiknya 

memakan waktu lebih lama, biaya lebih besar, dan berpotensi memperburuk 

hubungan kerja. Oleh sebab itu, menelaah bagaimana mediasi dilaksanakan 

di Disnaker Provinsi Kepri menjadi sangat penting untuk melihat sejauh 

mana mekanisme tersebut dapat memberikan perlindungan bagi pekerja, 

memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, serta menjaga 

keberlangsungan iklim investasi di wilayah industri strategis tersebut.  

Mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

merupakan mekanisme penting yang dirancang untuk memfasilitasi dialog 

antara pekerja dan pengusaha secara efektif. Mekanisme ini dipilih karena 
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mampu mengurangi ketegangan dan memungkinkan kesepakatan tanpa 

harus menempuh jalur litigasi yang panjang dan mahal. Contoh, penelitian 

di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar menunjukkan bahwa proses mediasi 

“cepat, sederhana, dan berbiaya rendah” dibanding litigasi, menjadikan 

mediasi sangat relevan sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa.9 

Sebagai instrumen non-litigasi, mediasi juga menyediakan fleksibilitas 

prosedural dan peran mediator sebagai fasilitator netral memungkinkan para 

pihak mengambil bagian secara aktif dalam dialog. Hal ini menunjukkan 

bahwa meskipun mediasi memiliki banyak kelebihan, penerapan praktiknya 

bisa kompleks dan dipengaruhi banyak faktor di lapangan. 

Peran mediator menjadi sangat sentral dalam keberhasilan mediasi. 

Mediator tidak hanya harus netral, tetapi juga memiliki kemampuan 

komunikasi, negosiasi, dan pemahaman mendalam tentang hukum 

ketenagakerjaam. mediator berfungsi mendorong musyawarah untuk 

mencapai mufakat, membuat anjuran tertulis jika tidak ada kesepakatan, 

serta menjelaskan pentingnya mendaftarkan perjanjian bersama ke 

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Oleh karena itu, kualitas dan 

integritas mediator sangat menentukan outcome mediasi.10 

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menganalisis hambatan 

yang terjadi dalam pelaksanaan mediasi serta upaya yang dilakukan untuk 

 
9 Lisma Lumentut et al., “Hubungan Industrial Melalui Mediasi di Kota Makassar,” Jurnal 

Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm. 24. 

 
10 Reny Okprianti et al., “Mediasi Dalam Sengketa Ketenagakerjaan : Studi Kasus Pt . 

Freeport Indonesia” VIII, no. 2 (2024), Hlm. 18. 
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mengatasi hambatan tersebut dalam penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan 

Riau. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah dengan 

aktivitas industri yang cukup tinggi sehingga memiliki potensi terjadinya 

perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Perselisihan 

tersebut umumnya berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), 

perselisihan upah, serta pelaksanaan hak dan kewajiban yang diatur dalam 

perjanjian kerja. Dalam kondisi tersebut, mediasi menjadi salah satu 

mekanisme penyelesaian sengketa yang diharapkan mampu menyelesaikan 

perselisihan secara cepat, efektif, serta memberikan kepastian hukum bagi 

para pihak. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur secara jelas mengenai 

mekanisme penyelesaian perselisihan melalui mediasi, dalam praktiknya 

pelaksanaan mediasi masih menghadapi berbagai hambatan yang dapat 

mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa. Hambatan tersebut dapat 

berasal dari para pihak yang bersengketa, dinamika hubungan industrial, 

maupun keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan mediasi. Oleh karena 

itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi secara lebih 

mendalam berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan mediasi di 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau serta 

menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas dan mediator 

hubungan industrial dalam mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, 
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hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai pelaksanaan mediasi sekaligus menjadi bahan 

evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan mediasi di Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau? 

2. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan mediasi di 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penyusun memiliki 

tujuan dan kegunaan yang akan diperoleh, sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun 

memiliki tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu: 

a. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan mediasi di 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. 

b. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan 

mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kepulauan Riau. 

2. Kegunaan Penelitian 
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Dalam penelitian ini, penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh 

antara lain:  

a. Kegunaan  Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi 

masyarakat luas, khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan dan 

penyelesaian sengketa hubungan industrial dalam menciptakan 

hubungan industrial yang adil bagi kedua belah pihak. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak yang terlibat dalam hubungan industrial dan 

memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan 

industrial dan penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta sebagai 

acuan atau pendorong bagi mahasiswa atau peneliti lain yang 

tertarik mendalami isu penyelesaian sengketa hubungan industrial. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah 

penelitian karena berisi mengenai kajian terhadap penelitian terdahulu yang 

membahas tentang subjek yang sama. Tujuan dari telaah pustaka antara lain 

untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap 

subjek pembahasan agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian 

sebelumnya. Dalam hal ini Penulis memaparkan beberapa karya ilmiah 

yang berkaitan dengan judul, diantaranya adalah sebagai berikut: 
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Penelitian yang di tulis Hammad Syarif, (2021) dengan judul 

“Upaya Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hubungan 

Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Tengah.” Membahas peran dan strategi mediator dalam menyelesaikan 

sengketa hubungan industrial yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. 

Penelitian ini mengkaji bahwa peran mediator sangat penting dalam 

membangun komunikasi antara kedua belah pihak yang berselisih, sehingga 

peran mediator ialah menjadi penengah kepada para pihak agar tercapai 

kesepakatan yang adil tanpa harus menempuh jalur pengadilan.11penelitian 

ini mempunyai atau memiliki perbedaan terhadap skripsi penulis, dari sisi 

tema yang menjadi pembahasan adalah hambatan dan upaya penyelesaian  

perburuhan melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kepulauan Riau. 

 Penelitian yang di tulis oleh Rahmania Puspita, (2022) Dengan judul 

Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja 

Kontrak pada PT. Surveyor Indonesia Cabang Pekanbaru Melalui Mediasi 

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  Riau. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa mediasi menjadi sarana alternatif penyelesaian 

sengketa yang cukup efektif dalam mendorong tercapainya kesepakatan 

damai antara pekerja dan pengusaha tanpa harus melalui proses pengadilan 

 
11 Muhammad Syarif, “Upaya Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan 

Hubungan Industrial Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah” (IAIN 

Palangka Raya, 2021). 
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hubungan industrial.12 Penelitian ini mempunyai atau memiliki perbedaan 

terhadap skripsi penulis, dari sisi tema yang menjadi pembahasan adalah 

hambatan dan upaya  penyelesaian sengketa perburuhan melalui mediasi di 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fadhil Ramadhan (2023) dengan 

judul “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit dan 

Tripartit pada PT. Dinar Wisesa Mahakarya” penelitian ini menunjukkan 

bahwa mekanisme bipartit menjadi langkah awal yang bersifat internal 

antara pekerja dan pengusaha untuk mencari solusi atas perbedaan 

kepentingan, namun sering kali tidak mencapai kesepakatan karena 

ketimpangan posisi tawar.13 Penelitian ini mempunyai atau memiliki 

perbedaan terhadap skripsi penulis, dari sisi tema yang menjadi pembahasan 

adalah hambatan dan upaya  penyelesaian sengketa perburuhan melalui 

mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. 

Penelitian yang ditulis oleh Iqbal, M. F. dan Wardhana, M. (2024) 

dengan judul “Penerapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Antara Pekerja dengan Pengusaha Melalui Mediasi di Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021–2023” menyoroti bagaimana 

mekanisme mediasi diterapkan sebagai upaya penyelesaian sengketa antara 

 
12 Rahmania Puspita, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja 

Kontrak Pada PT. Surveyor Indonesia Cabang Pekanbaru Melalui Mediasi Oleh Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi Provinsi Riau” (Universitas Islam Riau, 2022). 

 
13 Muh. Fadhil Ramadhan, “Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit 

Dan Tripartit Pada Pt. Dinar Wisesa Mahakarya Skripsi,” 2024. 

 



14 

 

 
 

pekerja dan pengusaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.14 

Penelitian ini mempunyai atau memiliki perbedaan terhadap skripsi penulis, 

dari sisi tema yang menjadi pembahasan adalah hambatan dan upaya  

penyelesaian sengketa perburuhan melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. 

Penelitian yang dil oleh Manurung, M., Meliala, P. R., dan Lubis, S. S. 

(2024) berjudul “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Hubungan Industrial di Kantor Dinas Tenaga Kerja Asahan” menelaah 

peranan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa hubungan 

industrial di luar pengadilan.15 penelitian ini mempunyai atau memiliki 

perbedaan terhadap skripsi penulis, dari sisi tema yang menjadi pembahasan 

adalah hambatan dan upaya  penyelesaian sengketa perburuhan melalui 

mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Mediasi  

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan 

pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah 

 
14 Muhammad Firdaus Iqbal And Mahendra Wardhana, “Penerapan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja Dengan Pengusaha Melalui Mediasi Di Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021–2023,” Novum: Jurnal Hukum 2, No. 1 (2015): 408–

14. 

 
15 Mangaraja Manurung et al., “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Hubungan Industrial Di Kantor Dinas Tenaga Kerja Asahan,” Hukum Dan Masyarakat Madani 14, 

no. 1 (2024): 123–32. 
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pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa 

dengan bantuan pihak ketiga yang netral, tanpa kewenangan untuk 

mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa 

mencapai solusi yang diterima oleh kedua belah pihak.16 

Menurut Christper W. Moore mediasi adalah suatu masalah yang 

dapat dibantu penyelesaian masalahnya  oleh pihak ketiga yang dapat 

diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak 

mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para 

pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari 

masalah yang disengketakan.17 

Christopher W. Moore menggambarkan mediasi sebagai suatu 

proses bertahap yang sistematis yang membantu para pihak menyelesaikan 

sengketa secara sukarela dengan pendampingan pihak ketiga yang netral. 

Dalam kerangka tersebut, Moore memperkenalkan tahapan-tahapan yang 

jelas dalam mediasi yaitu:18 

a. Kontak Awal dan Kesepakatan Mediasi (Contact & contracting) 

fase awal mediasi di mana mediator menjalin komunikasi pertama 

dengan para pihak yang bersengketa. Pada tahap ini mediator 

menjelaskan peran dan kewenangannya, prinsip-prinsip mediasi 

 
16 Rochmani, dkk., Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan 

yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan, (Semarang: Universitas Stikubank, 2020), hlm. 782. 

 
17 Desriza Ratman, Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep 

WinWin Solition, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm.133. 

 
18 Made Suwitra, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial”, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, 2022. 
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seperti netralitas dan kerahasiaan, serta membangun kepercayaan 

para pihak. Selain itu, mediator dan para pihak menyepakati aturan 

dasar (ground rules), ruang lingkup mediasi, serta kesediaan para 

pihak untuk mengikuti proses mediasi secara sukarela. 

b. Pengumpulan dan Analisis Informasi Latar Belakang Sengketa 

(Collecting amd  Analyzing Background Information) 

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang 

menyeluruh mengenai pokok permasalahan sengketa. Mediator 

mengumpulkan fakta, dokumen, dan keterangan dari para pihak, 

serta menelaah latar belakang terjadinya konflik, termasuk 

hubungan kerja, kepentingan masing-masing pihak, dan dinamika 

konflik yang berkembang. Informasi ini menjadi dasar bagi 

mediator dalam mengelola proses mediasi secara objektif dan 

efektif. 

c. Penetapan Agenda atau Isu Mediasi (Establishing Agenda)  

Mediator bersama para pihak menyusun daftar isu utama yang akan 

dibahas dalam proses mediasi. Penetapan agenda bertujuan untuk 

mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada permasalahan 

substansial dan menghindari pembahasan yang tidak relevan. 

Dengan agenda yang jelas, para pihak memiliki pemahaman yang 

sama mengenai tujuan dan urutan pembahasan dalam mediasi. 

d. Alternatif solusi (Generating Options) 
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fase kreatif dalam mediasi, di mana mediator mendorong para pihak 

untuk mengemukakan berbagai kemungkinan solusi tanpa langsung 

menilai atau menolaknya. Mediator membantu para pihak menggali 

kepentingan yang mendasari tuntutan masing-masing dan 

merumuskan alternatif penyelesaian yang bersifat realistis, fleksibel, 

dan saling menguntungkan. 

e. Perundingan dan Pencapaian Kesepakatan (Negotiation And 

Agreement) 

alternatif-alternatif solusi yang telah dirumuskan dinegosiasikan 

secara lebih mendalam. Mediator memfasilitasi proses tawar-

menawar secara konstruktif agar para pihak dapat mencapai titik 

temu. Kesepakatan yang dihasilkan harus didasarkan pada 

persetujuan sukarela para pihak serta mempertimbangkan aspek 

keadilan dan kelayakan untuk dilaksanakan. 

f. Pengesahan kesepakatan (Formalizing Settlement) 

proses menuangkan kesepakatan yang telah dicapai ke dalam bentuk 

tertulis. Kesepakatan tersebut dirumuskan secara jelas dan rinci agar 

mudah dipahami serta memiliki kepastian dalam pelaksanaannya. 

Dalam konteks hukum hubungan industrial, kesepakatan ini 

biasanya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Bersama yang dapat 

didaftarkan ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Mediasi tidak bertujuan untuk menentukan pihak yang benar atau 

salah, melainkan membantu para pihak menemukan solusi bersama yang 
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dapat diterima secara sukarela. Oleh karena itu, mediasi diposisikan sebagai 

mekanisme penyelesaian sengketa yang berorientasi pada perdamaian dan 

keharmonisan hubungan sosial.19 

Esensi utama mediasi terletak pada kesukarelaan para pihak. Para 

pihak secara sadar memilih mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa 

dan memiliki kebebasan penuh untuk menerima atau menolak hasil 

kesepakatan. Kesukarelaan ini menjadi pembeda utama antara mediasi dan 

proses adjudikatif seperti pengadilan, yang bersifat memaksa dan 

menghasilkan putusan yang mengikat.20 

Peran mediator sangat sentral namun bersifat terbatas. Mediator 

tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, melainkan berfungsi 

sebagai pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediator bertugas 

memfasilitasi komunikasi, memperjelas permasalahan, serta membantu 

para pihak mengidentifikasi kepentingan yang mendasari sengketa. 

menekankan bahwa mediasi berorientasi pada kepentingan (interest-based 

approach), bukan semata-mata pada posisi hukum (position-based 

approach). Dalam proses mediasi, mediator mendorong para pihak untuk 

tidak hanya mempertahankan tuntutan formalnya, tetapi juga mengungkap 

kepentingan substantif yang melatarbelakangi tuntutan tersebut. Dengan 

demikian, solusi yang dihasilkan lebih fleksibel dan berkelanjutan. 

 
19 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 3. 

 
20 Ibid., hlm. 15. 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori mediasi sebagai alat 

analisis untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi di 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau . Analisis 

ini didasarkan pada unsur-unsur mediasi yang telah disebutkan sebelumnya. 

Dengan pendekatan ini, pembaca dapat memahami sejauh mana kesesuaian 

penyelesaian perselisihan hubungan imdustrial di dinas tenaga kerja dan 

Trasmigrasi Provinsi Kepulauan Riau melalui proses mediasi dengan unsur-

unsur mediasi tersebut. 

2. Teori Kepastian hukum 

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat 

dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk 

dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk 

nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan 

yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian 

hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila 

ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.21 

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat 

melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang 

berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka 

seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk 

 
21 Rifqani Nur Fauziah Hanif, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi,” 

Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 5, No. 2 (2022): 150. 
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menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav 

Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu 

tujuan dari hukum itu sendiri. 

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum 

yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat 

dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:22 

a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum 

positif ialah perundang-undangan.  

b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat 

berdasarkan pada kenyataan.  

c. Fakta yang termaksud atau tercantum dalam hukum harus 

dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari 

kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah 

dilaksanakan.  

d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. 

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, 

didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti 

adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, 

bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih 

khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.23 

 
22 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19. 

 
23 Ibid., hlm. 20. 
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Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian 

hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan 

setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati 

meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian 

hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. 24 

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, 

hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakukan serta adil adalah 

pedoman kelakukan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai 

wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada 

dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.  

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch digunakan oleh penulis 

untuk menganalisis rumusan masalah nomor 2, khususnya dalam menilai 

kesesuaian antara ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan 

praktik mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kepulauan Riau. Kepastian hukum dipahami sebagai adanya kejelasan 

tahapan, batas waktu, serta akibat hukum dari setiap proses penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial, termasuk ketika mediasi berakhir dengan 

tercapai atau tidaknya kesepakatan dalam bentuk perjanjian bersama. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan upaya menyelidiki serta menelusuri suatu 

masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti 

 
24 Ibid., hlm. 21. 
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untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil 

kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu 

masalah agar mendapatkan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan 

manusia. Oleh karena itu Penulis menyusun metode penelitian yang akan 

digunakan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dapat di kateogrikan sebagai penelitian lapangan (field 

research) yang merupakan metode penelitian hukum yang mempelajari 

fenomena dalam lingkungan secara alamiah.25 Dalam hal ini penulis 

memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya 

dengan menggunakan kerangka teori yang ada untuk mendapatkan 

kesimpulan yang benar dan akurat. Adapun lokasi yang di jadikan objek 

penelitian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kepulauan Riau.  

2. Sifat Peneltian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analisis. Dalam hal ini penulis akan menganalisis serta memaparkan data 

yang telah diperoleh mengenai mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. 

3. Pendekatan Penelitian 

 
25 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif  Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160. 
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Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan 

penelitian yang mengimplementasikan ketentuan hukum normatif secara 

langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.26 

Penelitian ini akan berfokus pada penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial melalui mediasi, sekaligus menganalisis hambatan-hambatan 

yang muncul dalam proses mediasi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau terkait 

untuk mengatasi hambatan tersebut.  

4. Sumber Data 

a. Data primer  

Merupakan data yang diperoleh secara langsung untuk menjawab 

masalah penelitian secara khusus dari subjek penelitian.27 Dalam 

penelitian ini, penulis memperoleh data melalui wawancara 

dengan narasumber yang terdiri dari dua orang Mediator 

Hubungan Industrial dan satu orang Penata Data Hubungan 

Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kepulauan Riau. 

b. Data Sekunder 

 
26 Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 134. 

 
27 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Raja Grafinda 

Persada), Jakarta, 2020, hlm. 31. 
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Data sekunder merupakan pengumpulan data secara tidak 

langsung, melalui sumber catatan atau dokumen tertentu.28 Data 

sekunder meliputi: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki 

kekuatan yang mengikat secara umum atau memikat pihak yang 

berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan yakni: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh. 

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, 

Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan 

Hubungan Kerja. 

f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

 
28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung : CV Alfabeta, 

2017), hlm. 456. 
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Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata 

Kerja Mediasi. 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi 

pendukung serta penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder meliputi buku tentang ilmu hukum, jurnal ilmu 

hukum, laporan hukum, surat kabar cetak maupun elektronik 

yang berkaitan dengan objek penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Wawancara yakni suatu tindakan pengumpulan data-data primer 

yang penting dan bersumber langsung dari narasumber di lokasi 

(lapangan) penelitian.29 Untuk mendapatkan data yang akurat, 

penulis menggunakan Wawancara Mendalam (In-Depth 

Interview). dan Studi Dokumentasi dengan mengumpulkan dan 

menelaah berbagai dokumen, seperti berita acara mediasi, laporan 

hasil penyelesaian perselisihan.  

b. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, 

dengan menggunakan kerangka berfikir induktif. Induktif, yaitu 

 
29 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 

2004), hlm. 86. 



26 

 

 
 

analisis data yang bertitik tolak dari data yang bersifat kasuatik 

yang terjadi di lapangan secara khusus, kemudian data itu ditarik 

pada suatu kesimpulan yang bersifat umum, dari data yang berhasil 

dihimpun inilah selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk 

dijadikan bahan penyusunan skripsi, sehingga data itu dapat 

mewakili kasus secara umum. Analisis data secara induktif ini 

penyusun hendak mengambil data yang diperoleh dari wawancara 

dengan mediator dan penata data hubungan industrial Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. 

G. Sistematika Pembahasan 

Guna mempermudah pembahasan dan terarahnya penyusunan skripsi ini, 

maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama: sebagai pintu masuk menuju langkah awal selanjutnya 

maka bab ini berisi tentang Pendahuluan, yang memuat latar belakang 

masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

penjelasan judul, telaah pustaka. Pembahasan dalam bab inilah akan 

mempermudah dalam penyusunan skripsi selanjutnya. 

Bab kedua: Bab ini membahas mengenai teori-teori yang relevan dengan 

penelitian, seperti teori Mediasi, teori kepastian hukum, yang mengatur 

tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. 

Bab ketiga: Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam 

penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan dan sifat penelitian, sumber  

serta jenis data, teknik pengumpulan data (melalui wawancara mendalam 
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dan studi dokumentasi), serta teknik analisis data dan menggambarkan 

secara sistematis bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian. 

Bab keempat: merupakan analisis dari hasil data yang diperoleh dari 

wawancara mendalam dengan mediator, serta analisis terhadap dokumen 

mediasi yang relevan. 

Bab kelima: berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian 

serta saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari 

permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis dapat mengambil 

sebuah Kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau  

dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih menghadapi 

berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas proses 

penyelesaiannya. Hambatan tersebut berupa rendahnya itikad baik para 

pihak, ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha 

dan  keterbatasan jumlah mediator dalam pelaksanaan mediasi sehingga 

menunjukkan bahwa perkara yang berhasil diselesaikan melalui 

Perjanjian Bersama hanya mencapai sekitar 10% (sepuluh persen) dari 

keseluruhan perkara yang dimediasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

berbagai hambatan tersebut masih menjadi faktor yang mempengaruhi 

rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. 

2. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau   

dalam berbagai hambatan dalam pelaksanaan mediasi tersebut 

diupayakan untuk diatasi melalui penguatan peran mediator  serta 

mengelola komunikasi secara seimbang antara para pihak yang 

bersengketa, sehingga proses mediasi dapat berlangsung secara lebih 
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kondusif.  Adapun penguatan dalam pengelolaan penanganan perkara 

melalui pengaturan prioritas kasus serta upaya peningkatan kualitas 

sumber daya mediator melalui pengembangan kapasitas dan penyediaan 

sarana serta prasarana.  Dengan adanya berbagai upaya tersebut, 

diharapkan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu 

meningkatkan kemungkinan tercapainya Perjanjian Bersama antara para 

pihak yang bersengketa. Peningkatan hasil Perjanjian Bersama tersebut 

menjadi penting karena kesepakatan yang dicapai melalui mediasi 

mencerminkan kehendak bersama para pihak serta mampu memberikan 

kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi para pihak yang 

bersengketa. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas,maka untuk memberikan masukan agar 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Dinas tenaga kerja dan 

Transmigrasi lebih baik kedepannya, perlu di sarankan hal hal berikut: 

1. Perlu adanya penguatan upaya peningkatan kualitas dan efektivitas 

proses mediasi, terutama dengan mendorong kehadiran dan itikad baik 

para pihak yang berselisih. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan 

mekanisme pemanggilan, pemberian penjelasan awal yang lebih 

komprehensif mengenai manfaat mediasi, serta penegasan konsekuensi 

hukum apabila salah satu pihak tidak kooperatif. Upaya ini penting agar 
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mediasi tidak hanya dipandang sebagai formalitas prosedural, tetapi 

sebagai sarana penyelesaian sengketa yang substantif dan berorientasi 

pada perdamaian. 

2. Perlu adanya kesadaran untuk meningkatkan literasi hukum 

ketenagakerjaan dalam hubungan industrial serta mekanisme 

penyelesaian perselisihan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

Tetang Perselisihan Hubungan Industrial. Untuk memperkuat budaya 

hukum dan meningkatkan kepatuhan prosedural, diperlukan sosialisasi 

dan edukasi yang sistematis kepada pekerja, serikat pekerja, dan 

pengusaha mengenai hak, kewajiban, dan tahapan penyelesaian 

sengketa hubungan industrial. Edukasi ini mencakup manfaat mediasi 

sebagai forum penyelesaian damai yang adil, murah, dan bermartabat. 

Program ini tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga 

membangun kepercayaan terhadap sistem penyelesaian non-litigatif. 

Negara, melalui Disnakertrans dan lembaga pendidikan hukum, harus 

menjadi aktor utama dalam gerakan literasi hukum ketenagakerjaan ini. 

Literasi hukum adalah landasan bagi tumbuhnya budaya penyelesaian 

konflik yang rasional, damai, dan berkeadilan. 

3. Perlu adanya Penelitian berikutnya  untuk mengembangkan pendekatan 

komparatif antar daerah dalam pelaksanaan mediasi perselisihan 

hubungan industrial. Dengan membandingkan praktik mediasi di 

beberapa provinsi atau kabupaten/kota, penelitian lanjutan dapat 

mengidentifikasi perbedaan kebijakan administratif, kapasitas mediator, 
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serta budaya hukum lokal yang memengaruhi efektivitas mediasi. 

Pendekatan ini penting untuk menilai apakah dominasi penyelesaian 

melalui anjuran tertulis merupakan fenomena struktural nasional atau 

hanya bersifat lokal. 
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